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TENTANG 
 

PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI 
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PERTANAHAN TERTENTU 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi 
Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan 
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dipandang perlu dilakukan 
penyederhanaan dan percepatan pelayanan pertanahan tertentu kepada 
masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian 
pelayanan pemeriksaan (pengecekan) sertipikat, peralihan hak, hak 
tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan sertipikat, 
perubahan hak milk untuk rumah tinggal dan ganti nama pada Kantor 
Pertanahan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu ditetapkan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang 
Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan 
Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu;   

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasional; 

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional; 

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

TENTANG PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR 
PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN 
PERTANAHAN UNTUK JENIS PELAYANAN PERTANAHAN 
TERTENTU. 

 
Pasal 1  

 

(1) Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pelayanan 
pertanahan sebagaimana  tercantum dalam lampiran I sampai dengan XIV 
yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  peraturan ini.  

(2) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat; 

b. Peralihan hak – Jual beli; 

c. Peralihan hak – Pewarisan; 

d. Peralihan hak – Hibah; 

e. Peralihan hak – Tukar Menukar;  

f. Peralihan hak – Pembagian hak bersama; 

g. Hak tanggungan;   

h. Hapusnya hak tanggungan - roya;  

i. Pemecahan sertipikat – Perorangan;  

j. Pemisahan sertipikat – Perorangan; 

k. Penggabungan sertipikat – Perorangan; 

l. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko; 

m. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko; dan  

n. Ganti nama. 
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Pasal 2 

 
(1) SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan.  

(2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional : 

a. mengatur kewenangan penandatanganan dari Kepala Kantor  
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya kepada pejabat yang ditunjuk 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan ini ditetapkan dengan 
keputusan;                                                                                    

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPOPP ini 
sebagaimana mestinya;  dan  

c. melaporkan pelaksanaan peraturan ini kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia setiap 3 (tiga)bulan sekali.  

 
Pasal 3  

 
Jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor 
Pertanahan dan telah lunas pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan.  

 
Pasal 4 

 
Dengan berlakunya peraturan ini, maka  Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan 
dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998  
tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur, dan Sertipikat 
sepanjang mengatur jenis  pelayanan  pertanahan yang diatur dalam peraturan ini 
dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini  
dinyatakan tidak berlaku.  

  
Pasal 5 

 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Juli 2008 

 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

JOYO WINOTO, Ph.D 
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